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PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.WGP

ez 30 a3 3 Il
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAINGAPU

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan
penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXX binti xXxxxxxxxx, lahir di xxawa, tanggal xxxxxx, NIK 53110xxxxx3, umur

35 tahun, agama Islam, pedidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga,

tempat tinggal di Jalan xxx RT xx RW xxx, Kelurahan Xxxxxxx,

Kecamatan Kota Waingapu, Kupaten Sumba Timur, Propinsi Xxxxx

XXXXXXXX  XXXXX, nomor handphone 0853xxxx, dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik dengan alamat emai:
XXXXXXXXXx49@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXX bin xxxxxxxXx, lahir di xxxaja, tanggal xxxxxxxxx, NIK 52034151840003,
umur 35 tahun, agama Islam, pedidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat
tinggal di Jalan xxxx, RT xx RW 0xx, Kelurahan XXxxXXx, XXXXXXXXX XXXX
XXXxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
TENTANG DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2022,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor:
4/Pdt.G/2022/PA.WGP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
tanggal 21 xxxxxxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx, Kabupaten
xxxx dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor xxxxx tanggal xxxxxx 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan xxxxxxxx Kelurahan
XXXXKXX XXKXXXKKX XXXK XXXXKKXX XXXXXXKXX XXKKXX XXXKX;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang masing-
masing bernama Lxxxx(Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir Waingapu,
XXXXX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi lagi pada tanggal 15 Januari 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena:

6.1. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggunggat;

6.2. Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Terguggat;

6.3. Sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
bulan Januari 2021 hingga Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah
berpisah ranjang, dan sejak Desember 2021 hingga sekarang selama lebih
kurang satu bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang
mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di
Jalan xxxxxxx, Kelurahan XxXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXxxX, Kabupaten
Sumba Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ampera, RT 006 RW

003, Kelurahan xxxxxXxX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX;
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8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun,
maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya
karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai
suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan
Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat
merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan
Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan
Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih
sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak
tersebut ditetapkan berada di dalam pengasuhan dan pemeliharaan
Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan
biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan
dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah); Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat
dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang
diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
Berdasarkan alasan alasan di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXX);
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3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil Akta Cerali, berupa:
3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah);
3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk menahan Akta
Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka
3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang
bernama Lxxxxxxxx(Perempuan) dengan tetap memberikan hak akses kepada
Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak
tersebut sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan
melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan
sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di
luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
SUBSIDER :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat
dengan cara menasihati untuk kembali membina rumah tangganya secara
muasyarah bil ma’ruf;

Bahwa atas nasihat dan upaya damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat

dan Tergugat secara lisan menyatakan menerima nasihat dan ingin kembali rukun;
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Bahwa kemudian Penggugat secara lisan menyatakan mencabut

perkaranya;

Bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat

secara lisan menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa atas kehendak Penggugat dan Tergugat tersebut,
Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

bersungguh-sungguh untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergguat telah
berkehendak untuk pencabutan perkaranya, maka Majelis Hakim menyatakan
perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.WGP, tanggal 11 Februari 2022 telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya

perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor
1841/K/Pdt/1984 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkara ini ;

MENETAPKAN
1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
4/Pdt.G/2022/PA.WGP dari Penggugat;
2.-Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara;
3.--Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 H, oleh kami, Burhanudin
Manilet, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Anugrah Hajrianto, SHI dan
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Mohammad Abrori Setyanaugraha, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga, oleh Majelis Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suryani, SH. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis
Ttd Ttd
Anugrah Hajrianto, SHI Burhanudin Manilet, S.Ag
Hakim Anggota

Mohammad Abrori Setyanugraha, SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suryani, SH

RINCIAN BIAYA :
30.000,-
50.000,-
20.000,-
4. 100.000,-
10.000,-
10.000,-

220.000,-
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(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)
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